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ABSTRAK

Pelaku usaha merupakan setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang
berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan
berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik
Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan
kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Dalam makalah ini yang berjudul
Tanggung Jawab Pelaku Usaha Atas Penggunaan Obat Tradisional Yang
Mengandung Bahan Kimia Obat, yang membahas permasalahan yaitu apa bentuk
perlindungan hak konsumen obat tradisional yang tidak sesuai dengan ketentuan yang
berlaku dan apa bentuk pertanggungjawaban dari pelaku usaha atas kerugian yang
dialami oleh konsumen karena penggunaan obat tradisional. Metode yang dipakai
adalah metode yuridis normatif.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja bentuk perlindungan hak
konsumen atas beredarnya obat tradisional yang tidak sesuai dengan ketentuan yang
berlaku termasuk permasalahan keamanan serta informasi mengenai obat tradisiobal
tersebut.

Dalam penelitian ini juga di bahas tentang apa saja bentuk
pertanggungjawaban pelaku usaha obat tradisional yang bisa mengakibatkan kKerugian
bagi-konsumen pengguna obat tradisional serta sanksi-sanksi hukum bagi pelaku

usaha obat tradisional yang terbukti melakukan tindakan pelanggaran hukum



ABSTRACT

Business actor is any individual or entity, whether a legal entity and not a
legal entity established and. domiciled or conducting activities within the
jurisdiction of the Republic of Indonesia, either individually or jointly by
agreement for business activities in various economic fields. In this paper,
entitled Responsibility Business Actors Over Use of Traditional Medicine
Containing Medicinal Chemicals, which discusses the problem is what form of
protection of rights of consumers of traditional medicine that is not in
accordance with applicable regulations and any form of responsibility of
businesses for the losses suffered by consumers due to the use of traditional
medicine. The method used Is a method normative.

This study aims to find out what forms of protection of consumer rights
on the circulation of traditional medicine that is not in accordance with
applicable regulations, including safety issues as well as information about the
tradisiobal drug.

In this study also discussed about any form of accountability of business
actors of traditional medicine that could result in losses to consumer users of
traditional medicine as well as legal sanctions for businesses that traditional
medicine proved to misconduct.



4.1

BAB IV

PENUTUP

Kesimpulan

1. Setiap konsumen atau pengguna suatu barang dan atau jasa

memiliki hak-hak dalam mendapatkan pelayanan maupun produk
barang dan atau jasa sesuai dengan yang di inginkan konsumen
Undang — Undang Nomor. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen telah mengatur mengenai upaya hukum yang dapat
dilakukan oleh konsumen apabila ia dirugikan. Dalam hal ini,
konsumen juga harus memahami seluk beluk mengenai Undang —
Undang Nomor. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
Hak atas keamanan dan hak atas informasi ini sangat perlu di
ketahui oleh konsumen pengguna obat tradisional. Selain itu
konsumen juga harus mengerti akan haknya seperti yang di atur
dalam Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1999 Tentang
Perlindungan Konsumen sebab Pelaku Usaha juga mengambil
celah-celah hukum yang terdapat dalam Undang — Undang
perlindungan konsumen sehingga seringkali gugatan yang
dilakukan oleh konsumen terhadap Pelaku Usaha tersebut gugur
dan konsumen tetap dirugikan. Melalui pembahasan ini Konsumen

dapat mengetahui pihak manakah yang harus digugatnya, dengan



alasan atau dasar apakah konsumen dapat menggugat konsumen,
dan unsur-unsur apa sajakah yang dapat digunakan untuk
melakukan tuntutan ganti rugi. Dengan demikian, konsumen tetap
dapat memperjuangkan hak-haknya dalam menggunakan suatu
barang/jasa yang telah dibayarnya.

. Sebagai produsen atau pelaku usaha dalam bidang obat tradisional
di perlukan suatu pelayanan yang optimal khusus nya dalam
pemberian perlindungan hukum berupa hak-hak konsumen
pengguna obat tradisional dan salah satrunya adalah bentuk
Tanggung jawab pelaku usaha atas penggunaan obat tradisional
yang dapat mengakibatkan kerugian bagi konsumen pengguna
obat tradisional, pelaku usaha bertanggung jawab atas kerugian
yang dialami oleh konsumen apabila konsumen tersebut sudah
mengetahui secara langsung apabila obat yang dikonsumsi
mempunyai efek samping yang membahayakan bagi kesehatan
konsumen pengguna obat tradisional. Apabila terjadi efek samping
yang bisa mengakibatkan kerugian bagi konsumen pengguna obat
tradisional dan sebaliknya bila konsumen tidak mengetahui atau
tidak melapor, maka pelaku usaha tidak bertanggung jawab dan
tidak bisa di proses secara hukum seperti yang diatur dalam

KUHPerdata dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.



4.2

Saran

1. Setiap konsumen atau pengguna barang dan jasa mempunyai hak

untuk mendapatkan suatu produk barang dan jasa yang
mempunyai berkualitas dan harus mempunyai standart produksi
sesuai dengan ketentuan badan pengawas obat dan makanan
(BPOM). Jika di kemudian hari konsumen yang dalam hal ini
adalah konsumen pengguna obat tradisional mengalami kerugian
akibat pemakaian obat tradisional yang tidak berstandart dan
terbukti mempunyai efek samping yang berbahaya bagi konsumen
saran dari penulis adalah konsumen wajib melaporkan adanya
kerugian yang di akibatkan pemakaian obat tradisional kepada
badan yang berwenang yaitu badan pengawas obat dan makanan
(BPOM) agar konsumen bisa mendapatkan hak-hak nya seperti
yang sudah di sebutkan dan di bahas di Bab Il penelitian skripsi

ini

. Sebagai pelaku usaha dan produsen suatu barang/jasa sudah

seharusnya pelaku usaha memberikan pelayanan yang terbaik dan
semaksimal mungkin salah satu nya memberikan perlindungan
hak-hak konsumen, apabila di temukan konsumen yang merasa
tidak puas sampai bisa mengakibatkan kerugian maka sudah
seharusnya pelaku usaha memberikan perlindungan terhadap

konsumen yang dalam hal ini konsumen pengguna obat



tradisional. Saran dari penulis setiap pelaku usaha harus

memahami apa saja tanggung jawab pelaku usaha sesuai dengan

P
peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara indonesia

- { ‘ —
agar pemberian hak terhadap konsumen bisa sesuai dengan
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